 SALINAN |
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BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :© bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017,

Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 nomor
42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); _

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



wn

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

11

Kewenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Ketribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24 .Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor
33);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

27.Peraturan Daerah Kabupaten -Sragen Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

29 .Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 7);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perjjinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);

31 .Peraturan Dacrah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten



Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 2);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2016 Nomor 9);

34 .Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Mcenetapkan :

dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

m S0 Q0 o P



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar
rekapitulasi piutang tidak tertagih, ; daftar rekapitulasi dana
bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal
(investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset
tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan,
daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah,
daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka
pendek, daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya, ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah,
ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja desa, dan ikhtisar laporan
kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah ......................... Rp.2.187.032.686.896,00
b. Belanja Daerah dan Transfer ........... Rp.2.202.045.180.704.00

Defisit ..., (Rp. 15.012.493.808,00)
c. Pembiayaan Daerah

* Penerimaan Daerah...c..cccoencerenessnss Rp. 206.837.633.273,00

~ Penpeluaran Dagralt. .. Rp. 15.000.000.000,00

Pembiayaan Netto............................ Rp. 191.837.633.273,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA)
........................................................ Rp. 176.825.139.465,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.20.132.475.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
..................................................... Rp.2.166.900.211.000,00

b.Realisasi.......................cool. Rp.2.187.032.686.896,00
Selisih Lebih ........c.ovvivveveerennniennees Rp. 20.132.475.896,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer

sejumlah (Rp.149.360.456.296,00) dengan rincian sebagai
berikut:



a. Anggaran Belanja dan transfer setelah perubahan

..................................................... Rp.2.351.405.637.000,00

b/ Realisash...nnsmmsmmvmianivie Rp. 2.202.045.180.704,00

Selisih Kurang ..........cccoeevvvneinnnnns (Rp. 149.360.456.296,00)

(3) Selisih  anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp.169.492.932.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah perubahan ............ (Rp. 184.505.426.000,00)
b. Realisash. ..ovianassssav (Rp. 15.012.493.808,00)
Selisily Lebill ..cnvnasvmmiasi Rp. 169.492.932.192,00

(4) Selistih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp.51.727,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
...................................................... Rp. 206.837.685.000,00
B: Realigasl oo s Rp. 206.837.633.273,00
Selisih Kurang...................... RO (Rp. 51.727,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

.......................................................... Rp. 15.000.000.000,00
b Realisasi. ...counmmmvmmnssssissi Rp. 15.000.000.000,00
SEUSIN wusismvinmissmsssmmamsapsess Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp.51.727,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
................... SRR e Dy 191.837.685.000,00
b Realisast. ....conussaivmminsssviiivinss Rp. 191.837.633.273,00
Selisih Kurang.............ocoeoviiiiiininnn. (Rp. $1.727,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal ...... Rp. 206.837.633.273,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun

EURE IONNEEEN it A R S S A5 Rp. 206.837.633.273,0C
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
.......................................................... Rp. 176.825.139.465,00

................ Rp. 176.825.139.465,00



Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2017 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional
~ PENAEPEaTEn ~ LO i inmie Rp. 2.078.956.645.824,00

“ BEBAN cucwnsuamsssisvmspariss s Rp. 1.848.728.539.961,44
Surplus dari kegiatan operasi ..... Rp. 230.228.105.862,56

b. Kegiatan Non Operasional
~ Defisit penjualan aset non lancar-LO
...... e R 4.455.184.301,84
~ Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO

........................................................ Rp. 234.613.909,00
Defisit dari kegiatan non operasional

.....................................

................................................... (Rp. 4.689.798.210,84)
¢. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa .... Rp. 225.538.307.651,72
d. Pos Luar Biasa

~ Pendapatan luar biasa - LO .......... Rp. 0,00

= Beban luer blash conssnaanssae Rp. 0,00

Surplus/Defisit dari pos luar biasa.Rp. 0,00

S e L et IF 1 Rp. 225.538.307.651,72
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2017 sebagai berikut:

B, ERGICRS AWAL mmmssuasvosmisammm s Rp. 2.653.047.561.267,24
b. Surplus =LO .....coovviiiiiiiiiiien Rp. 225.538.307.651,72
¢ Koreksi BRUIAS omvminpnmansins Rp. 10.110.090.679,71

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurul e
per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset..............coiiiiiiiiiinennnn, Rp.2.906.083.541.960,67
b. Jumlah Kewajiban.....ousisan Rp. 17.387.582.362,00
¢ Jumlah ERES . .cnanmsansvsm Rp.2.888.695.959.598,67



Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f{

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan
BOS per 1 Januari Tahun 2017............ Rp. 160.097.858.949,00

b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi.. Rp. 334.507.249.217,00

c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi

......................................................... (Rp. 349.519.743.025,00)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan

......................................................... (Rp. 15.000.052.591,00)
e¢. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris

.......................................................... Rp. 46.739.826.915,00
f. Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan BOS

per 31 Desember Tahun 2017.............. Rp. 176.825.139.465,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan ............ Rp. 116.972.967,00
B K8 LalBnys «oucsessessisssssmsesars i Rp. 35.788.787,00
1. Saldo AkhirKas ........cccoovev i, Rp. 176.977.901.219,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | . Laporan realisasi anggaran,;

Lampiran .1 . Ringkasan ' laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi,

Lampiran 1.2 . Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;



Lampiran 1.4

Rekapitulasi realisasi

anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negara,

b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran Il Laporan operasional,;

d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;

e. LampiranV Neraca,

. Lampiran VI Laporan arus kas;

g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan,;

h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

1. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

j.  Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

|, Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

0. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XVII [khtisar laporan keuangan Perusahaan
Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 sebagai
rincian lebih Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2017. '

lanjut dari



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sragen.
Dltetapkan di Sragen
,?/Baﬂaﬂ ggal 31- 12-2013
) NTUNG YUNI SUKOWATI
YA GE WS
Diundangkan di Sragen SLAR

pada tanggal 3(-12- 2oR
’,,p’_;\-‘ SEK RIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
AN
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Salinan sesuai dengan aslinya
an Sekretans Daerah

NIP. 19670725 199503 1 002



